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ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan asusila yang
bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan
hukum, merendahkan harkat dan martabat manusia serta
berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan keluarga dan
kemasyarakatan, dalam rangka menumbuh kembangkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan
pelacuran perlu diatur dalam Peraturan Daerah, dengan
perkembangan keadaan, tantangan dan tuntutan masyarakat
maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun
1957 tentang Pemberantasan Pelatjuran sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu ditinjau kembali;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU No.13 Tahun 1950; uu No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun
1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44
Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU
No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun
1950; PP No. 39 Tahun 2012, Perda Kab. Pemalang No. 2 Tahun
2013; Perda Kab. Pemalang No. 2 Tahun 2005.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan
Pelacuran di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai
berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Asas, Maksud dan Tujuan, 3.
Penanggulangan Pelacuran, 4. Pemberantasan Pelacuran, 5.
Larangan, 6. Pembinaan dan Pengawasan, 7. Peran serta
Masyarakat, 8. Sanksi Administrasi, 9. Ketentuan Penyidikan, 10.
Ketentuan Pidana, 11. Ketentuan Penutup.
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